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Gambar 11. Contoh Nomor Induk Berusaha yang telah terbit
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Gambar 12. Wawancara dengan KemenkumHAM Provinsi Sulawesi
Selatan
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Gambar 13. Wawancara dengan Notaris Abdurrifai
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Gambar 15. Wawancara dengan Notaris Sukwanto Tandi
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Gambar 17. Wawancara dengan Notaris Huswan Husain.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

118



Gambar 19. Wawancara dengan Notaris Eka Suci Mauliyani
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Gambar 20. Surat Keterangan telah melakukan peneltian dari instansi
KemenkumHAM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI| SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 85431 Faksimili (0411) 871160
Laman: https.//sulsel. kemenkumham.go.id/

25 April 2024

SURAT KETERANGAN
Nomor : W23 - UM.01.01- 298

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Vinska Villary Wongkar
NIM : B022221026

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Benar telah melakukan Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum
Universutas Hasanuddin Mazkassar Nomor : 1149/UN4.5.1/TD.06/2024 Tanggal 21 Maret
2024, dengan Judul Tesis “ Kepastian Hukum Nomor Induk Berusaha Pada Peraturan
Pemerintah Nomor § Tahun 2021 Dalam Menjalankan Kegiatan Yayasan " terhitung
mulai Bulan Maret 2024 sampai Selesai.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan seperiunya.
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Gambar 21. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari instansi
Kesbangpol

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN
Nomor : 0?0/7?6“3/1045”‘7

Yang bertanda tanggan dibawah ini Pit. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VINSKA VILLARY WONGKAR

Nomor Pokok : B022221026

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Mahasiswa S2 Fakultas Hukum

Program Study : Kenotariatan

Kampus - Universitas Hasanuddin Makassar

Alamat - Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 sid
31 Mei 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperiunya

Makassar 31 Mei 2024

bina Tk.I, IV/b
NIP. 197912D5 199810 1 002
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Gambar 22. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari instansi
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DMPTSP

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bougenville No. 05 Telp. (0411) 441532, 440151 Fax (0411) 450560
MAKASSAR 90231

NOMOR : @0 -§ ’ W3s / Doun

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : A.AGIV SATRIAWAN ALIMUDDIN, S.STP.

Nip 19850629 200602 1 001

Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Prov.Sul Sel
Menerangkan bahwa:

Nama : VINSKA VILLARY WONGKAR

Nomor Pokok 1 B022221026

Program Studi : Kenotariatan

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)

Alamat : JI.P.Kemerdekaan KM 10,Makassar

Dengan ini menyatakan yang sebenar benarnya bahwa mahasiswa tersebut pema
melakukan Penelitian pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 26 April s/d 26 Juli 2024, dengan judul :

» KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2021 DALAM MENJALANKAN KEGIATAN YAYASAN “

Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk
di pergunakan seperiunya.

Tembusan :

1. Universitas Hasanuddin (UNHAS)
2. m@mm
3. "

122



Gambar 23. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris
Sukwanto Tandi

SUKWANTO TANDI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN GOWA
1. K.H. Agus Salim No 2, Ruko Harvest Mansion No 20
Sungguminasa-Gowa
Telp. 085101774688, 081343913998

SURAT KET ERANGAN PEEEI,ITIAN
Nomor 01/NOT/K-8T/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini
SUKWANTO TANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, NotarisPPAT
Kabupaten Gowa, berkantor di Jalan K-H. Agus Salim No 2, Ruko Harvest Mansion No 20

Sungguminasa - Gowa.

Dengan ini menerangkan :

Nama - VINSKA VILLARY WONGKAR, S.H
No. Stambuk : B022221026
Program Studi  : Magister Kenotariatan

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada kantor saya, Notaris/PPAT Kabupaten

Gowa, yang berhubungan dengan judul tesis * KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK

BERUSAHA PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR § TAHUN 2021 DALAM

MENJALANKAN KEGIATAN YAYASAN ",

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sungguminasa, 03 Mei 2024

Notaris/PPAT

S.H.,M.Kn

e
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Gambar 24. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris Niny

J
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Savitry

No. C475 HT.03.01-TH 2001
Perjanjian Bongaya, Solthana Rasidence A 15 Makassar 8025
Telp 08T242908857/08 11409197, Emat ninysavity 28@gma com

U KETERANGAN
Nomor : 13/04/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama I NINY SAVITRY, S.H.
Jabatan : Notaris Kota Makassar
Alamat : Jalan Perjanjian Bongaya, Solthana Residence A.15,

Barombong, Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian tertanggal
01 April 2024, Nomor 49/U/01-1IV/PengwilSulsel-INI/2024, yang dikeluarkan oleh
Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan Notaris Indonesia (INI), bahwa mahasiswi
dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Vinska Villary Wongkar, S.H.
Nomor Pokok : B022221026
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Telah melakukan penelitian di kantor saya, JI. Perjanjian Bongaya, Solthana Residence
A.15, Barombong, Makassar, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul:
“Kepastian Hukum Nomor Induk Berusaha Pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 Dalam Menjalankan Kegiatan Yayasan"

Demikian surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 April 2024
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Gambar 25. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris Ria
Trisnomurti

KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama - VINSKA VILLARY WONGKAR, S.H.
No.Stambuk - B022221026
Program : Magister (S2) Kenotariatan.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian guna melengkapi bahan
sehubungan dengan penyusunan tesis yang berjudul :

“KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DALAM MENJALANKAN KEGIATAN
YAYASAN".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 April 2024,
Nara Sumber
A

(Dr.RIA TRISNOMURTL S H. M H )
Notaris di Kota Makassar
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Gambar 26. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris A.
Lola Rosalina

ALOLA ROSALIN K SK MENTERI KEHAKIMAN R
NOTAMATU AR No.C-109.TH.O01-TH. 1994
Jalan Letjen Hertasning, Kompleks Palm Mas Tangeal 13 Juli 1994
No 3, Kota Makassar SK MENTERI NEGARA AGRARIA/
Telp 462811441806 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Email  : lolarosalina27@yvahoo.co.id. Nomot 3 - X1 - 1996
Tolarosalinad 76 gmarl.com Tanggal -4 Maret 1996

Nomor 3 16/2024

Hal $ Surat Keterangan

Lampiran : =

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

-Yang bertanda tangan di bawah ini:

LOLA ROSALINA, SH, MH.
Notaris/PPAT di Kota Makassar

-Menerangkan dengan ini bahwa : -———--——-=——-———mm-m————-scs——e——ao
Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian yang dikeluarkan oleh

Pengurus Daerah Kota Makassar Ikatan Notaris Indonesia (INI) ---—---

Nomor :49/0/01-1V/PengwilSulsel-INI/2024 tertanggal 01 April 2024,

ALAS I mmm e e e e e
Nama : VINSKA VILLARY WONGKAR

Nomor Pokok : B022221026

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Judul : KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA PADA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021
DALAM MENJALANKAN KEGIATAN YAYASAN

Benar telah melakukan penelitian di Kantor saya, LOLA ROSALINA,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Makassar.--—-—------

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.--==---==s==——sse—eeesmenon

Makassar, 06 Mei 2024
NOTARIS DI KOTA MAKASSAR

S

( A. LOLA ROSALINA, S.H., M.H )
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Gambar 27. Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Notaris
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Hustam Husain

NOTARIS
HUSTAM HUSAIN, SH.

SK. MEN. HUM & HAM RINO. : C-05.HT.03.02 Th. 2005,
Tanggal, 21-12-2005
JI. Boulevard, Ruko Topaz F.17 Panakkukang Mas, Makassar 90222
Telp. 0411-434477, 434077, Fax. 0411-438377

SURAT KETERANGAN
Nomor: 55/HH/V1/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : HUSTAM HUSAIN, SH
Jabatan : Notaris dan PPAT di Kota Makassar.
Sehubungan dengan surat yang dikeluarkan oleh a.n Dekan Wakil Dekan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas Hasanuddin
Fakuitas Hukum, tertanggal 26 Maret 2024, Nomor: 1225/UN4.5.1/PT.01.04/2024,
dan sehubungan dengan Surat dari Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan
Notaris Indonesia tertanggal 01 April 2024 Nomor: 49/U/01-IV/PengwilSulsel-
INI/2024 perihal permohonan izin penelitian, kepada :
Nama : VINSKA VILLARY WONGKAR, SH.
Nomor Pokok : B022221026
Program Studi  : Magister (S2) Kenotariaran
Judul Tesis : KEPASTIAN HUKUM NOMOR INDUK BERUSAHA
PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN
2021 DALAM MENJALANKAN KEGIATAN YAYASAN.
Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada kantor saya,
Notaris/PPAT Kota Makassar yang berhubungan dengan judul tesis tersebut.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana semestinya.
Makassar, 11 Juni 2024
P

s
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